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ABSTRAK

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global yang terus meningkat beberapa tahun
belakangan ini membuat negara-negara di dunia terus menggalakkan kebijakan-kebijakan serta
perilaku yang menerapkan dan memperhatikan konsep keberlanjutan. Dunia konstruksi ternyata
menjadi salah satu pengkontribusi penyebab terjadinya pemanasan global. Hal ini disebabkan karena
pada setiap tahap siklus hidup suatu bangunan berpotensi mengganggu keseimbangan alam apabila
proses konstruksi tersebut tidak menerapkan konsep keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam
sebagai bahan dasar untuk mendirikan bangunan, penggunaan sumber daya energi untuk
mengoperasikan bangunan, serta limbah yang dihasilkan oleh bangunan selama beroperasi maupun
ketika dilakukan demolisasi berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak juga
akan pemanasan global. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diterapkan pada dunia konstruksi
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemanasan global yaitu dengan membangun bangunan
dengan konsep bangunan hijau. Di negara Indonesia baru terdapat tiga kota yang memiliki peraturan
daerah tentang bangunan gedung hijau yakni Jakarta, Bandung, dan Semarang. Selain itu GBCI juga
menghadirkan perangkat penilaian Greenship yang bersifat sukarela yang dapat dipakai oleh penyedia
jasa konstruksi dan pengelola gedung sebagai acuan pembangunan bangunan gedung hijau di
Indonesia. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau
dan perangkat penilaian Greenship ini dapat menjadi persyaratan pembangunan gedung hijau di Kota
Bandung. Namun demikian kedua persyaratan tersebut tidak sepenuhnya sama. Pada studi ini dikaji
persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua persyaratan tersebut sehingga kriteria-kriteria
bangunan gedung hijau yang serupa atau sama dapat diintegrasikan. Dari hasil integrasi kedua
persyaratan tersebut dapat diperoleh standar bangunan gedung hijau yang lebih baik yang dapat
diterapkan dalam lingkup lokal di Kota Bandung. Selain itu, hasil integrasi kedua persyaratan juga
dapat berguna apabila pemilik gedung ingin mendapat sertifikat bangunan hijau dari pemerintah
daerah Kota Bandung sekaligus dari PT. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau yang ditunjuk oleh GBCI.
Kriteria-kriteria yang serupa atau sama yang telah diintegrasi tidak perlu dilakukan penilaian atau
pemeriksaan ganda sehingga dapat menghemat biaya.

Kata Kunci: Bangunan Gedung Hijau, Peraturan Walikota Bandung, GBCI, Greenship
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ABSTRACT

The increase of gas emission and global warming that has continued to increase in recent years has
made countries in the world continue to promote policies and behaviors that apply and pay attention to
the concept of sustainability. The world of building construction is one of the contributors to global
warming. This is because at every stage of the life cycle, a building has potential to disturb the balance
of nature if the construction process does not apply the concept of sustainability. The exploitation of
natural resources as basic materials to build buildings, the use of energy resources to operate buildings,
and the waste generated by buildings during operation and when demolization has potential to increase
gas emissions and global warming. Therefore, one solution that can be applied to the world of building
construction to reduce gas emissions and global warming is to build buildings with the concept of
green buildings. In Indonesia, there are only three cities that have local regulations about green
buildings; Jakarta, Bandung, and Semarang. Greenship was also presented by GBCI as voluntary
rating tool that can be used by construction service providers and building managers as a reference for
the construction of green buildings in Indonesia. Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016
Concerning Green Building and Greenship rating tool can become a standard to build green buildings
in Bandung. However, these two standards are not entirely the same. This study examines the
similarities and differences that exist in the two standards so that for similar or the same green building
criteria can be integrated. From the results of the integration of the two standards, it is possible to
obtain a better green building standard that can be applied in Bandung. In addition, the results of the
integration of the two standards can be also be useful if the building owner wants to get a green
building certificate from the local government of Bandung as well as from PT. Sertifikasi Bangunan
Gedung Hijau designated by GBCI. The similar or the same criteria that have been integrated do not
need to be double-checked or assessed so as to save costs.

Keywords: Green Building, Bandung Mayor Regulation, GBCI, Greenship
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Bagian Pendahuluan

Perwujudan bangunan dan infrastruktur dapat dipandang sebagai sebuah tahapan
berupa siklus yang dimulai dari tahap perencanaan, perancangan, konstruksi di
lapangan, operasi, hingga renovasi maupun demolisasi. Pembangunan infrastruktur di
bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terus mengalami pertumbuhan dan
percepatan. Capaian pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 berhasil
membangun 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 811,9 km rel kereta api,
136 pelabuhan, 15 unit bandar udara, 65 unit bendungan, dan 12,148 km jaringan
serat optic Palapa Ring (Tempo, 2019). Meskipun pada bulan Februari 2020,
Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade
Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak lagi
mengkategorikan Indonesia sebagai negara berkembang, Indonesia masih
membutuhkan percepatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang terletak jauh
dari pusat kota dan wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Proses konstruksi sebuah bangunan menghasilkan limbah konstruksi yang
berpotensi mencemari lingkungan hidup di sekitarnya. Salah satu studi menyatakan
bahwa limbah konstruksi merupakan sekitar 29% dari aliran limbah padat di Amerika
Serikat (Rogoff dan Williams, 1994). Di Kanada, 35% dari landfill diambil dengan
limbah konstruksi, dan lebih dari 50% sampah di landfill Inggris bisa menjadi limbah
konstruksi (Ferguson et al., 1995). Bahkan setelah bangunan selesai melewati masa
konstruksi, bangunan tersebut memerlukan beragam sumber daya energi untuk proses
keberlangsungan fungsi operasionalnya. Penggunaan sumber daya energi yang
berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Hal ini membuat proses konstruksi
dan keberadaan bangunannya sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup di
sekitarnya. Selain itu, pembukaan lahan baru, perubahan tata guna lahan, dan

pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Salah
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satu dampak yang disebabkan dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yaitu adalah
pemanasan global. Dikutip dari www.bbc.com pada tanggal 1 Agustus 2020, data
emisi gas rumah kaca di dunia pada tahun 1950 sampai dengan 2007 terus mengalami
peningkatan. Peningkatan emisi gas rumah kaca di dunia didominasi oleh negara-
negara dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi seperti China dan Amerika
Serikat.

Peningkatan emisi dunia
Emisi gas rumah kaca, 1950-2007
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Gambar 1. 1 Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Dunia Tahun 1950-2007

European Climate Foundation, sebuah organisasi nirlaba internasional yang
bertujuan mempromosikan kebijakan iklim dan energi guna mengurangi emisi gas
rumah kaca memprediksi akan terjadi peningkatan emisi dan temperatur global

apabila tidak ada tindakan serius yang dimulai untuk memulai perubahan.
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Gambar 1. 2 Prediksi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2030
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Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata di bumi,
baik pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan (Prawiro, 2018). Pemanasan global
yang menyebabkan perubahan iklim ini merupakan sebuah ancaman bagi seluruh
negara di dunia. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan tindakan nyata untuk
menahan dan mengendalikan pemanasan global ini khususnya pada pembangunan
dan pengoperasian bangunan. Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi
global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi (Dixit, 2012 dalam
Uda, S. A. K. A., Wibowo, M. A., 2018). Energi dalam pekerjaan konstruksi terbagi
dua yaitu embodied energy (energi terkandung) dan operational energy (energi yang
digunakan selama masa umur bangunan) (Ramesh, 2010 dalam Uda, S. A. K. A,
Wibowo, M. A., 2018). Embodied energy (energi terkandung) didefinisikan sebagai
energi total yang dibutuhkan dalam pembuatan bangunan, termasuk energi langsung
yang digunakan dalam proses konstruksi dan energi tidak langsung yang dibutuhkan
untuk memproduksi bahan dan komponen bangunan. Energi tidak langsung ini akan
mencakup semua energi yang dibutuhkan dari bahan mentah ekstraksi bahan, melalui
pengolahan dan pembuatan. Termasuk juga mencakup semua energi digunakan dalam
transportasi selama proses konstruksi dan bagian energi yang relevan yang
terkandung dalam infrastruktur pabrik dan mesin manufaktur, konstruksi dan
transportasi (Crowther, 1999 dalam Uda, S. A. K. A., Wibowo, M. A., 2018).
Operational energy adalah energi yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan
energi di dalam lingkungan gedung atau bangunan. Dengan kata lain, semua energi
yang ada digunakan ke sistem untuk mengoperasikan lampu, lift dan eskalator, sistem
ventilasi, pemanasan dan sistem pendingin, sistem pemanas air dan pemompaan. Ini
termasuk energi dari listrik, gas, dan pembakaran bahan bakar seperti minyak atau
batubara (Crowther, 1999 dalam Uda, S. A. K. A., Wibowo, M. A., 2018). Penelitian
dan penyelidikan sebelumnya menegaskan bahwa energi operasional sejauh ini
merupakan penyumbang terbesar terhadap total konsumsi energi dalam siklus
kehidupan bangunan. Ini dapat mencakup sekitar 80% dari total konsumsi energi
dalam siklus hidup bangunan (Ramesh, Prakash, dan Shukla, 2010 dalam Uda, S. A.
K. A., Wibowo, M. A., 2018).



Mencermati fakta pemanasan global tersebut, maka pembangunan dan
keberadaan bangunan perlu mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan, baik pada saat
tahap konstruksi maupun pada saat pengoperasian bangunannya. Salah satu solusi
untuk mengatasi pemanasan global di bidang konstruksi adalah dengan membangun
bangunan dengan konsep bangunan hijau (green building). Lembaga mandiri (non-
government) dan nirlaba (non-for profit) yang fokus dan berkomitmen terhadap
pendidikan masyarakat dan aplikasi praktik-praktik bangunan hijau di Indonesia yaitu
Green Building Council Indonesia (GBCI). Menurut Green Building Council
Indonesia (GBCI) bangunan hijau merupakan bangunan baru yang direncanakan dan
dilaksanakan, atau bangunan yang sudah terbangun yang dioperasikan dengan
memerhatikan faktor-faktor lingkungan/ekosistem dan memenuhi kinerja: bijak guna
lahan, kualitas udara dalam ruangan, hemat air, hemat energi, hemat bahan, dan
mengurangi limbah. Bangunan yang di desain sesuai dengan ketentuan bangunan
hijau ini diharapkan dapat menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga

dengan baik.

Namun demikian implementasi bangunan hijau di Indonesia masih sangat
sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada. Dari data GBCI (2019)
dalam Pahnael (2020), Indonesia baru memiliki 48 bangunan yang bersertifikat
sebagai green building, terdiri dari 15 untuk new building, 8 untuk eksisting building,
2 untuk interior space, dan 23 untuk design recognition. Indonesia tertinggal cukup
jauh dari beberapa negara di kawasan Asia lainnya seperti China yang telah memiliki
gedung bersertifikat mencapai 2.965 gedung (BEE, 2015 dalam Pahnael, 2020),
Jepang yang telah mengeluarkan sertifikat untuk 330 bangunan, 119 perumahan, dan
92 real estate (CASBEE, 2016 dalam Pahnael, 2020), dan India yang memiliki 5.142
proyek green building yang terdaftar serta 1.645 bangunan yang disertifikasi dan
berfungsi hingga 28 Februari 2019 (IGBC, 2019 dalam Pahnael, 2020).

Beberapa kendala dalam penerapan green building di Indonesia telah berhasil
diidentifikasi, antara lain adalah kurangnya pemahaman, informasi dan kesadaran

masyarakat tentang green building, mahalnya biaya investasi awal dibandingkan
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dengan bangunan konvensional, pengawasan yang tidak efektif, kurang tersedianya
produk ramah lingkungan di pasaran, serta hampir tidak adanya dukungan finansial
dan non-finansial dari pemerintah (Marseva, 2014; Rumah.com, 2014; Sucipto et al.,
2014; Wiyono et al., 2014; Wimala et al., 2016; Pitoko, 2016; Alfarizi, 2019;
Andapita, 2019 dalam Pahnael, 2020). Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung
agar penerapan bangunan hijau dapat terlaksana dengan lebih baik dan maksimal
yaitu dengan menjadikan sertifikasi bangunan hijau sebagai syarat mendapat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Peraturan tersebut
tertuang di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung Hijau. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016
tentang Bangunan Gedung Hijau merupakan peraturan turunan dari Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau. Peraturan Walikota ini berisi kriteria-kriteria wajib dan sukarela bagi
sebuah bangunan yang hendak disertifikasi sebagai bangunan hijau yang dibagi
berdasarkan luas bangunannya. Luas bangunan yang dimaksud pada Peraturan
Walikota ini meliputi bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung
termasuk di dalamnya ruang bawah tanah dengan luasan paling sedikit 5.000 m? serta
bangunan gedung baru termasuk di dalamnya ruang bawah tanah dengan luasan
kurang dari 5.000 m?. Peraturan Walikota tersebut ditujukan untuk mengurangi
konsumsi energi, emisi CO> (karbon dioksida), serta konsumsi air di bangunan
gedung (Republika.co.id, 2016).

Salah satu persyaratan bangunan hijau selain Peraturan Walikota Bandung
Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau yaitu adalah perangkat
penilaian Greenship yang dibuat oleh GBCI. Greenship dipersiapkan dan disusun
olenh GBCI dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam, serta peraturan dan
standar yang berlaku di Indonesia, serta disusun dengan melibatkan para pelaku
sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan, teknisi
mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek lansekap, dan lainnya (GBCI, 2020).
Hingga saat ini GBCI telah menerbitkan 5 jenis Greenship yaitu Greenship New
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Building, Greenship Existing Building, Greenship Interior Space, Greenship Homes,
Greenship Neighbourhood. Sebagai pelaksana administrasi serta verifikasi sertifikasi
bangunan hijau di Indonesia, GBCI menunjuk sebuah badan usaha independen yaitu

PT. Sertifikasi Bangunan Hijau.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedung Hijau dan Greenship New Building dapat menjadi acuan bagi para penyedia
dan pengguna jasa konstruksi sebagai standar pembangunan gedung hijau baru di
Kota Bandung. Namun kedua standar ini tidak sepenuhnya sama. Terdapat beberapa
perbedaan pada ketentuan dan standar yang harus dipenuhi oleh bangunan hijau baru
yang akan dibangun. Tentu saja hal ini menyebabkan kedua standar ini tidak dapat
digunakan secara bersamaan. Penyedia dan pengguna jasa konstruksi harus memilih

persyaratan yang akan diimplementasikan pada objek konstruksinya.

Untuk mengetahui perbedaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun
2016 tentang Bangunan Gedung Hijau serta Greenship New Building, wawancara
dilakukan secara online melalui media aplikasi zoom dengan Anindhita N. Sunartio,
S.T., M.T., IAI, GP yang merupakan seorang Greenship Professional dari GBCI dan
juga merupakan ketua tim penyusun Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14
Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Menurut Anindhita N. Sunartio (2020),
Greenship yang dibuat oleh GBCI bersifat sukarela sepenuhnya dan tidak terkait
sama sekali dengan perizinan pembangunan, sedangkan Peraturan Walikota Bandung
Nomor 1023 Tahun 2016 ini ada kriterai yang bersifat wajib dan ada yang bersifat
sukarela serta berkaitan dengan proses perizinan pembangunan (IMB dan SLF) di
Kota Bandung. Greenship milik GBCI juga berlaku dalam lingkup nasional
sedangkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 ini berlaku untuk
lingkup lokal di Kota Bandung. Perangkat penilaian Greenship milik GBCI juga
dinilai lebih rinci jika dibandingkan dengan peraturan bangunan hijau yang diatur
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedung Hijau. Hal ini disebabkan karena ketika Peraturan Walikota Bandung Nomor

1023 Tahun 2016 yang disusun pada masa pemerintahan Walikota Ridwan Kamil ini,
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tujuannya adalah agar segera terdapat peraturan turunan dari Peraturan Menteri PUPR
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau sehingga peraturan yang
disusun dianggap masih terlalu tergesa-gesa dan belum optimal. Berbeda dengan
Greenship milik GBCI yang disusun secara optimal sejak mulanya untuk benar-benar
mengajak seluruh stakeholder menerapkan konsep bangunan hijau pada industri
konstruksi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun Peraturan Walikota
Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 dan Greenship setidaknya menangani hal yang

serupa Yyaitu terkait penilaian bangunan gedung dengan konsep bangunan hijau.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memetakan persamaan dan perbedaan dari
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
Hijau dan Greenship New Building sehingga untuk dapat ditemukan irisannya.
Selanjutnya atas temuan irisan tersebut dilakukan upaya integrasi dari kedua
persyaratan bangunan hijau baru ini. Hal ini bermanfaat jika saat pemilik bangunan
mengurus IMB maupun SLF dan mengimplementasikan konsep bangunan hijau pada
bangunan miliknya berdasarkan persyaratan Peraturan Walikota Bandung Nomor
1023 Tahun 2016, kriteria-kriteria yang sama atau beririsan tidak perlu dilakukan
penilaian lagi apabila pemilik bangunan hendak mendapat sertifikat bangunan hijau
berdasarkan perangkat penilaian Greenship dari GBCI. Hal ini tentu dapat
mengurangi biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik bangunan apabila
hendak melakukan penilaian bangunan gedung hijau dengan menggunakan Greenship
di kemudian hari saat bangunan telah memenuhi persyaratan Peraturan Walikota
ataupun sebaliknya. Diharapkan kemudian, para penyedia dan pengguna jasa
konstruksi lebih dipermudah untuk proses mendapatkan IMB maupun SLF serta
sertifikat bangunan hijau dari Walikota Bandung sekaligus sertifikat bangunan hijau
berdasarkan Greenship.

1.2 Inti Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang, integrasi persyaratan bangunan gedung hijau baru

yang diterbitkan oleh lembaga yang berbeda diperlukan untuk mempermudah



penyedia dan pengguna jasa konstruksi menerapkan konsep bangunan hijau dalam
upaya mendapatkan IMB dan SLF berdasarkan Peraturan Walikota sekaligus
mempermudah mendapat sertifikasi bangunan hijau berdasarkan perangkat penilaian

Greenship milik GBCI saat membangun bangunan baru.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Memetakan persamaan dan perbedaan dari Peraturan Walikota Bandung Nomor
1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Greenship New Building
versi 1.2. sehingga untuk dapat ditemukan irisannya.

2. Melakukan integrasi pada persyaratan bangunan gedung hijau untuk bangunan
gedung baru yang dibuat oleh lembaga yang berbeda di Indonesia. Integrasi ini
bermanfaat bagi pemilik bangunan gedung agar ketika telah melakukan
sertifikasi dari Peraturan Walikota, bangunan gedung telah memenuhi sebagian
syarat Kkriteria Greenship sehingga apabila hendak dilakukan sertifikasi
berdasarkan perangkat penilaian Greenship, kriteria yang sama atau serupa tidak

perlu penilaian ulang sehingga penghematan biaya dapat dilakukan.

1.4  Batasan Masalah
Batasan-batasan masalah yang melingkupi proses integrasi peraturan bangunan

gedung hijau baru adalah sebagai berikut:

1. Pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedung Hijau, bagian peraturan yang dianalisis dan diintegrasi dengan
Greenship New Building versi 1.2 adalah peraturan untuk bangunan gedung baru
atau penambahan bangunan gedung dengan luasan paling sedikit 5.000 m? yang
termasuk di dalamnya ruang bawah tanah. Hal ini dikarenakan Greenship New
Building versi 1.2 yang berlaku hanya untuk bangunan gedung baru dengan

luasan paling sedikit 2.500 m?.
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Hasil dari proses integrasi hanya berlaku untuk bangunan baru dan tidak berlaku
untuk bangunan terbangun / bangunan eksisting.

Ruang lingkup penelitian hanya pada Kota Bandung sehingga luasan bangunan
serta kategori-kategori dan kriteria-kriteria penilaian yang dijadikan acuan adalah
dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedung Hijau.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Penelitian ini dapat memberikan saran-saran sebagai pertimbangan regulasi
penerapan kebijakan dan persyaratan sertifikasi bangunan hijau untuk bangunan
gedung baru di Kota Bandung.

Bagi Penyedia Jasa Konstruksi

Penelitian ini dapat memberikan saran-saran sebagai pertimbangan pelaksanaan
konstruksi untuk bangunan gedung baru dengan konsep bangunan hijau di Kota
Bandung.

Bagi Pengguna Jasa Konstruksi

Penelitian ini dapat mempermudah penerapan persyaratan bangunan hijau untuk
mendapatkan IMB, SLF, dan sertifikasi berdasarkan Greenship milik GBCI di
Kota Bandung.

Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi praktik penerapan teori dan ilmu yang diperoleh selama
proses perkuliahan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk melatih pola pikir dan
menganalisa permasalahan yang ada serta mencari solusinya.

Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas

wawasan serta menjadi sumber acuan untuk bidang kajian yang serupa.
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1.6

Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai pentingnya penerapan
konsep bangunan hijau untuk menjaga lingkungan hidup terhadap proses
konstruksi, inti permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.
BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang dipakai dan bahan sumber

referensi dalam penelitian dan penyusunan Skripsi ini.
BAB 111 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai

dalam menemukan solusi dari inti permasalahan pada penelitian ini.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis permasalahan, hasil penelitian, dan
pembahasan tentang integrasi kriteria persyaratan bangunan hijau di Kota

Bandung.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dari integrasi kriteria
persyaratan bangunan gedung hijau yang telah dianalisis serta saran-saran
yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam

proses penerapan bangunan gedung hijau di Kota Bandung.
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